BAB 1V
KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1. Kesimpulan

Dahulu dalam KUHPer, istri dalam melakukan tindakan hukum harus dengan izin
suaminya. Setelah adanya SEMA 3/1963, istri sudah dapat melakukan perbuatan hukum dan
untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin dari suaminya. Hak dan kedudukan istri juga
sudah seimbang dengan suami sebagaimana disebutkan dalam UU Perkawinan. Di samping
itu, telah banyak instrumen pelindungan hak perempuan di Indonesia. Akan tetapi, masih
banyak perempuan yang kesulitan untuk diakui haknya, apalagi menikmatinya. Salah satu cara
untuk memitigasi hal tersebut yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian
perkawinan merupakan salah satu bentuk pelindungan hukum secara preventif yang bertujuan
mencegah terjadinya sengketa. Adapun ketentuan yang melindungi hak kepemilikan istri selain
perjanjian perkawinan, yaitu dengan permohonan perpisahan harta melalui pengadilan. Akan
tetapi, proses tersebut merupakan pelindungan hukum yang bersifat represif, yang memiliki
potensi dampak dari kejadian yang sudah terjadi. Sehingga, lebih baik menggunakan langkah
preventif, yaitu membuat perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan merupakan kontrak notaris yang dapat melindungi kepentingan
dua belah pihak, baik suami maupun istri, khususnya dalam hal ini yaitu aset istri. Di samping
itu, perjanjian perkawinan juga melindungi kepentingan pihak ketiga, dalam hal ini yaitu anak
yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Agar dapat mengikat pihak ketiga, perjanjian
perkawinan harus didaftarkan ke lembaga pencatat perkawinan di wilayah hukum tempat
perkawinan dilangsungkan/di mana akta perkawinan dibukukan. Dalam Putusan Nomor 34
P/HUM/2016 dapat kita lihat dampak bagi WNI kawin campur yang tidak membuat perjanjian
perkawinan, yaitu kehilangan hak atas tanahnya. Sementara itu, dalam Putusan Nomor
60/Pdt.Plw/2017/PN Btm, kita melihat sekalipun terjadi sengketa dalam perceraian, perjanjian
perkawinan menjadi dasar yang kuat dan spesifik dalam proses penyelesaian sengketa,
sehingga tidak perlu lagi merujuk pada ketentuan umum yang diatur dalam KUHPer maupun
UU Perkawinan.

Dengan adanya UU Perkawinan, ketentuan tentang perjanjian perkawinan dalam
KUHPer tidak lagi berlaku. Dalam KHI, dimungkinkan pula untuk membuat perjanjian
perkawinan. Setelah Putusan MK 69/2015, terdapat perubahan tiga dari lima karakteristik

perjanjian perkawinan, yaitu terhadap masa pembuatannya, mulai keberlakuannya, dan sebab
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berakhirnya. Sederhananya, perjanjian perkawinan di Indonesia yang semula dimaknai sebagai
prenuptial agreement kini menjadi prenuptial agreement (perjanjian pra-nikah) dan
postnuptial agreement (perjanjian pasca-nikah). Isi perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan
apa saja sebagaimana adanya asas kebebasan berkontrak, selama tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan pengadilan sebagai produk yudikatif
yang hanya mengikat para pihak yang bersangkutan, yaitu para pemohon dalam penetapan
tersebut. Sementara itu, Putusan MK merupakan produk yudikatif yang mengikat seluruh WNI.
Maka dari itu, adanya Putusan MK 69/2015 membuat perjanjian perkawinan yang dibuat
selama perkawinan berlangsung berlaku bagi setiap WNI, tidak lagi harus melalui penetapan

pengadilan.

IV.2. Saran
IV.2.1 Bagi Pemerintah

1. Dalam wupaya pelindungan hukum bagi perempuan, khususnya dalam hak
kepemilikannya dalam perkawinan, Pemerintah perlu mensosialisasikan perihal
perjanjian perkawinan ini kepada seluruh masyarakat. Dalam prosesnya, Pemerintah
dapat mensosialisasikannya secara pribadi (atas nama Pemerintah) maupun melalui
kolaborasi dengan Organisasi Non Pemerintah, khususnya yang bergerak di bidang
pelindungan perempuan.
2. Pemerintah sebaiknya membuat regulasi yang mewajibkan pelaku kawin campur untuk
membuat perjanjian perkawinan. Regulasi tersebut setidaknya mengatur bahwa
perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pelaku kawin campur minimal memuat perihal
pemisahan harta agar tidak ada harta bersama, sehingga WNI tidak kehilangan hak atas
tanahnya.
3. Pemerintah juga perlu segera membuat peraturan pelaksana dari Putusan MK 69/2015
agar putusan ini dapat diimplementasikan dengan baik.
1V.2.2 Bagi Organisasi Non Pemerintah

Organisasi Non Pemerintah merujuk pada berbagai kumpulan masyarakat sipil, baik
yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam hal ini, khususnya yang bergerak
di bidang pelindungan perempuan, salah satunya yaitu LBH APIK. Organisasi ini dapat
membantu Pemerintah untuk mensosialisasikan perihal perjanjian perkawinan kepada
masyarakat umum, misalnya dengan membuat press release, kertas kebijakan, poster,

infografis, maupun bentuk lainnya yang mudah dipahami dan menarik bagi masyarakat umum.
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IV.2.3 Bagi Notaris

Notaris sebagai pejabat yang terlibat dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan
perlu menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemahaman konsep perjanjian
perkawinan, khususnya setelah adanya Putusan MK 69/2015. Pemahaman ini mencakup dasar-
dasar hukum perjanjian perkawinan di Indonesia hingga praktik pembuatan Akta Perjanjian
Perkawinan oleh Notaris. Secara kolektif, Ikatan Notaris Indonesia (“INI”") dapat membuat
sosialisasi bagi para Notaris untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep perjanjian

perkawinan di Indonesia.
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